
BUPATIKETAPANG 

PERATURAN UPATI KETAPANG 
NOMOR : 24 TAHUN 2012 

TENTANG 

JTUNJUIK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Mein.bang 

Mergiugat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 
11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), 
Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 
ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang llomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tat~~ra Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3091, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 



" J 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59 Tahun 2008, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman te!ah 
beberapa kali dinbah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 
Nomor 84 seri D Nomor 68); 

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 



• 

• 

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daereh 
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2011 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK 
HIBURAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksnd dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang; 
2. Femerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3. l:.lupati adalah Bupati Ketapang; 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang; 
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
.lan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
; akyat; 

7, adan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
:,rang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau BadaUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
entuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
ainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
Jan bentuk usaha tetap; 

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan; 
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

'eramaian, yang dinikmati dengan dipungut bayaran; 
10. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak 
lain yang menjadi tanggungannya; 

11. fanda masuk adalah suatu tanda atau alat bukti yang sah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau 
menikmati hiburan; 

12. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut 
2ayaran; 

13. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan; 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
J 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 
Hiburan; 
mor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor 

I okok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak; 
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain 
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang; 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali 
bi'a Wajib Pajak menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender; . 
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib~yar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obiek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan 
keiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 
sarat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
darah; 
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
for nulir atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas daerah melalui tempat 
per abayaran yang di tunjuk oleh Bupati; 
For mulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD, 
ad lah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk mendaftarkan dan 
maporkan data objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan 
dur: atau pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan pajak daerah; 
Suat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
dis ngkat SKPDKBT, adalah surat kotetapan pajak yang menentukan tambahan 
aras jumlah pajak yang telah ditetapkan; 
S·at Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dngan jumlah kredit pajak ata u pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 
Srat Ketetapan Pajak Daerah' Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
paiak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 
sehzarusnya tidak terutang; 
Su·at Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
me'akukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
derda; 
Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
kcentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakn daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, ntau terhadap pemotongan atau pemungutan 
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 



29. Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk 
melakukan pemungutan berupa Kartu NPWP, SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan; 

30. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangnan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jassa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; 

33. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama 
suatu masa jual; 

34. I'emeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data 
keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan Jain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajak Daerah; 

35. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SP2PD adalah 
s rat perintah pemeriksaan dari Dinas kepada Pemeriksa atau Tim Pemeriksa 
c' alam hal pengajuan keberatan Pajak Daerah atau terdapat indikasi kewajiban 
I ajak daerah yang tidak dipenuhi; 

36. Fenyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
1.1elakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

37. Fenyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian 
tadaken yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
serta menemukan tersangkanya; 

r' 38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan 
penyanderaan; 

39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
~laksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari 
svmua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak; 

40. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang- 
ndangan perpajakan daer~l. 

+. 

A 



BAB III 
TATA CARA PENDAFTARAN WAJI PAJAK 

Pasal 3 

BAB IV 
TATA CARA PENGISIAN SPTPD 

Pasal 4 
(1) Pajak Hiburan dipungut dengan Self Assessment System yang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah; 

(2) Wajib Pajak dalam menghitung /memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sebagaimana dimeksud pada ayat (l), menggunakan SPTPD. 

• Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan untukjenis Pajak hiburan yang 
meliputi: 
a. tata cara Pendaftaran Wajib Pajak; 
b. tata cara Pengisian SPTPD; 
c. tate cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; ...-.. 
d. tate cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Peinbayaran Pajak; 
e. tate cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 
f. tate' cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 
g. tate cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluarsa; 
h. kiteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran omzet serta tata cara Pembukuan atau 

Pencatatan; 
i. tat cara Pemeriksaan Objek Pajak. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP • 

(1) St:ap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan mengunakan FPWPD 
kerada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali 
ditcntukan lain; 

(2) FPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1),diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan; 

(3) 1PWPD sebagaimana dimaksud ayat (l), wajib diisi dengan benar,jelas lengkap dan 
dt mdatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan : 
a. Fotokopi indentitas diri/penanggungjawab/ penerima kuasa/ (KTP, SIM, Paspor) 
E. otokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha; 
c. surat keterangan domisili tempat usaha; 
d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
e. urat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan 

dengan disertai Fotokopi KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa; 
(4) FPVPD sebagaimana dima}sud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal 
diterima; 

(5) 1eatuk formulir, isi dan tatacara pengisian FPWPD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 

(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap serte 
ditandatangani Wajib Pajak serta menyampaikan ke Bidang Pendaftaran dan 
Jendataan; 

(2) SPF"PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di 
Eilang Pendaftaran dan Pendataan; 

(3) S{FTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak; 
(4) Payampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 

15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 

Pasal 6 
(1) Kepala Dinas atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) 
hai kerja; 

(2) Fermohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) cliajukan secara tertulis clisertai alasan yang jelas sebelum 
batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). 

Pasal 7 
(1) Wajib Pajak dengan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan 

dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Kepala 
tiaas, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah berakhirya masa pajak 
atau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan; 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
aynt () yang mengakibatkan utang pajak menjacli lebih besar, maka clikenakan 
eenksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah 
ajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan 
tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD. 

Pasal 8 
Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BA V 
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT 

Paaal 9 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 

Pendapatan atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data 
objek pajak yang tertuang dalam SPTPD; 

(2) l3erdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas 
atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB; 

(3) SKPDKB diterbitkan dalam ha! : 
a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 

tidak atau kurang bayar; 
b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu masa pajak 

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan. 



l 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan huruf b clikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau 
terlambat dibayar untuk jangka watu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB; 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif sebesar 2% 
(da persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
teutangnya pajak. ..- 

Pasal 10 
(1) ajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

merupakan penetapan besarnya pajak terutang dilakukan Kepala Dinas atau 
pevabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 
di ailiki Dinas Pendapatan Daerah; 

(2) Pe etapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga 
dil akukan apabila : 
a. wajib pajak tidak menyelenggorakan pembukuan dan pencatatan omzet 

usahanya; 
h. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap 

dan/atau tidak benar; 
c. wajib pajak tidak mau menunjukan pembukuan dan/ atau menolak untuk 

liperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan 
pemeriksaan. 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah 
melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang 
berlakcu. 

Pasal 11 
(1) Da!am jangka.waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 

atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru 
der/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang; 

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum 
did nului dengan penerbitan SKPDKB; 

(3) SKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satuj 
knli untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data 
yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; 

e 
(4) Jumlah kekurangan pajak yahg terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; 

(5) Sersi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dikeaakan apabila Wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan 
Per.eriksaan. 

Pasal 12 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atas 
nama upati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengar. jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Pesal 13 

Bentnk, isi, dan tatacara pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam 
lamp.ran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABVI 

'TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 14 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
teruteng bertambah kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya. 

Pasal 15 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus diajukan paling lama 9 
(sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir 
diserai alasan danjumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda; 

(2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
a:;at (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar 
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan sesuai kewenangannya sepanjang Wajib Pajak dapat 
membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaanya tersebut. 

Pasal 16 
(1) Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan Surat 

Kcputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa 
menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja setelah tanggal diterimanya permohonan; 

(2) Agabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala 
Diaas atas nama Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak 
dianggap diterima; 

(3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya 
atu sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 
12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan 
di uar kekuasaan Wajib Pajak; 

(4) Te hadap utang Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana 
diaaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk 
mngangsur atau menunda pembayaran. 

BABVII 
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasa1 17 
(1) VWajib Pajak mengajukan pengrangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada 

Bu pati Melalui Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang jelas atas pengajuan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 

(2) Surat. permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat 
irampaikan 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya STPD dengan melampirkan 
an tara lain: 
a. nara/ alamat; 
b. 1omor NPWPD; 
c. jenis usaha; 
d. mnelampirkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. 

(3) Dinas Pendapatan daerah melalcukan penelitian kelengkapan permohonan 
pengajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak; 

(4) Paing lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala 
Dias atas nama Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak; 

(5) Keala Dinas atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak atas 
pengajuan tersebut. 



BABVIII 
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
• 

Pasa1 18 

(1) Wajib Rajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas; 

(2) Kcpala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan; 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada..ayat.(2). dilampaui dan Kepala 
Dinas atas nama Bupati tidak memberikan kep~tusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan; 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
trlebih dahulu utang pajak dimaksud; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 
(da) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
'erintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas atas nama Bupati atau 
Pjabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
at as keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 19 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainn ya, 
sebngaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4j pembayarannya dilakukan dengan cara 
penirdahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BABIX 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA 

Pasal 20 

(1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan Inventarisasi terhadap Piutang-Piutang Pajak 
yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan 
iperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi; 

(2) Fiutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam : 
a. SKPDKB; ·: 
t. SKPDKBT; 
e. STPD; 
G. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , dan 
e. Putusan banding. 

(3) I:aventarisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ';"&lh lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakcukan terhadap Piutang Pajak 

a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan 
tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang 
berwenang; 

b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; 
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d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak 
tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi 
disobabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, 
kebakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya. 

(4) Ur tuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sbagajmana dimaksud pada ayat (35) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian 
se:empat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat. 

Pasal 21 
(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), 

Kcpala Dinas menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau 
tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan Penelitian Setempat dan/ atau 
cnelitian Administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud 
da!am Pasal 20 ayat (2) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi; 

(2) Pe aelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan terhadap Piutang Pajak yang 
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
nyat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas; 

(3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih 
lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c; 

(4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak 
yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah 
Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal 22 

(1) Penclitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (3) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap 
jenis ketetapan; 

(2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang 
benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dan huruf d. _, ·..+ 

Pasal 23 

Laporan basil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus 
merggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai 
dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan 
disampaikan sebagai bahan usulan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati. 
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EAB X 
KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA 

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN 

Pasal 24 • 
Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. 

Pasal 25 

Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

(1) Waiib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib dilakukan pembukuan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang 
berlaku secara umum; 

(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban 
pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan dilakukan pencatatan nilai 
peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar 
untuk penghitungan pajak; 

(3) Penatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik- 
baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya; 

(4) Perr bukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun. 

Pasal 26 

Tata cra Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut : 
a. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya 

secara lengkap dan benar; 
b. Pen: atatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; 
c. Apaliila Wajib Pajak memiliki !ebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan 

dilalukan secara terpisah; 
d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak 

berupa bon penjualan atau dolmen lainnya. 

BAB XI 
TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK 

Pasal 27 

(1) Bueti atau Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan 
untu' menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
melaicsanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

(2) We[ib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. Mcmperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang 
tertang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
p2rlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
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BABXIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada t~nggal 24 September 2012 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

HENRIKUS 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 24 September 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 

ANDI DJAMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 86 

8allnan Sesual Dengan Aslinya 
Kepala Ba n Hukum Betda 

Kabu :en Ketapang 

DEI II, SH 
NIP. 19650816 199903 1 003 



• 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 24 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 

• 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANO 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

.J1. Urip sumoharjo No. 06 T6lp. (0543)-32155 
KETAPANG - KALIMANTAN BARAT 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor Formulir 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang 

PERHA' IAN : 
1. Hartp diisi dalam rangka dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Bori tanda V pada kotak [_] yang tersedia untuk jawaban yang tersedia 
3. s.lh Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, haraf diserahkan kembali kepada 

Dinns Funlapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH 

1. Nema Badan/Merek Usaha 
2. A!atat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) 

a. ·Jlan 
b. RT/RW 
c. Kelurahan 
d. Keamatan 
e. Kabupaten / Kota 
f. Frvinsi 
g. Yomor Telepon / HP 
h. Kode Pos 

................................................................... , , 

······································································ . 
... '," , ,, , ······ ········· . 

.......................................... 
...... , , "' '" . ... T i" .. f i T i" . 

3. Su at lzin yang dimiliki (photo copy Surat lzin harap dilampirkan ) 
a. Surat lzin Tempat Usaha: ·is. .........8....so. 
b. Surat lzin No . 
c, 3rat [zin coo·o..+%.»+++++ No, ..s..·+·++»+·++, 

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) 

Hotel 
Restoran 
Hiburan 
Penyelenggaraan Reklame 
Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 
engambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah 
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
)enggunaan Tenaga Listrik 
i'enyelenggaraan Parkir 

Tgl. 
Tgl. 
Tgl. 

dilanjutkan pada halaman 2 
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KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 

5. Pana Pomilik/ Pengelola 
6. 'eoatan 
7. Alumnat temnpat tinggal 

a, alan 
b. :T/RW 
c. i'elurahan 
d. lecematan 
2. abupaten / Kota 
f Povinsi 
g. Imor Telepon / HP 
h. Kode Pos 

8. :wajiban Pajak 
Pajak Hotel 
Restoran 
Paiak Hiburan 
Pa'ak Reklame 

············ . 
························································································ 
'" "' "' "' "' "' '" "' , . 
... "' "' "' '" . 
..... , , , , ,.,,, . 
······ ,., , , ''' , . 

........................................................ 
........................................................................................ 
....... , ,., ,,. , . 

Sarang Burung Walet 
Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Mineral Bukan logam dan batuan 
Pajak Air Tanah 
Pajak Parkir 

Ketapang, , , , , .. 
NamaJelas 
Tanda tangan 

Diterima Tanggal 
Nama Petngas 
NIP 
Tanda tagan 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA 

NPWPD yang diberikan : 

(IIIIII 

---· -------------------------------------------· Potong dlslni •···········---------- 

Nomor Formulir : 

TANDA TERIMA 

Nama 
Alamat 

Ketapang, .. 
Yang Menerima 

' ) 



B. BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

NPWPD 

Alan.au 

PEMERIN TAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

n1. Urtp Sumoharjo No. 06 Tolp. (0634)-32135 Kode Pos 78811 

KETAPANG 
KALIMAN TAN BARAT 

KARTUNPWPD 
NOMOR: ....... /DPD/ ...... 

□□ 
..................................................... 

Tgl, Terdattar : .. 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG 

(Nama, NIP, ttd dan cap] 

PERHATIAH 

Kartu Ini harap dislmpan balk-balk dan apablla hilang agar segera melapor pada 
DInas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 

Kartu lnl hendaknya dlbawa apablla Saudara akan hendak melakukan 
transaksl perpajakan daorah, 

Dalam hal walb pajak pindah domislll, aupaya melaporkan dir! pada 
DInas Pendapatan paerah Kabupaten Ketapang. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala B¢ zian Hukum Setda 

Kabup ten Ketapang 

DER 
NIP. 19650815199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIKUS 



Lampiran Il 
PERATURAN BUPATT KETAPANG 
NOMOR 24 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

• 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

( SPTPD) 
PAJAK HIBURAN 

$y PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534) 32155 
KETAPANG 

N, SPTD ,"...........so»sos.sos... 
Masa Pajak ••••..••••..••.•..•.••..••.••.•..••••....••.• 
Tahun Pajak , . 

Kepada Yth, 
Kepala DInas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang 

PERHATIAN: 
1. Harap dlist dalam rangkap 6 (onam) ditulls dongan hurut CE TAK 
2. Beiromor pada [] yang tersedla untuk Jawaban yang trsedla 
3, Sotelah dlls! dan ditanda tangani, harap disorahkn komball kopada Dinas Pondapatan Daerah 

Kabups :on Ketapang paling lama pada tanggal 15 Bulan berikutnya (Self Assesmont) 
4, Koter arr.batan ponyerahan dari tanggal torsobut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa 'unga sobosar 2 % (dua person) 
5. Pomba) aran Pajak dilakukan pada Kas Umum Daerah Molalul Bendahara Penerima Dispenda Kab. Kotapang 

.-DuSuoufioRdMoPRdoM l 
I. IDENTITAS SUBJEK PAJAK 

a. Nara Wajib Pa]ak 

b. Alamat 

c. De ·al Klurahan 

d. Ke amatan 

II. IDENTT'AS OBJEK PAJAK 

a. Nana Badan Usaha : 
b. 1damat : 
c. De al Kolurahan : 
d. Ker.amatan : 
e. Ni WPD : 

RURw 
Kabupaten 

RURw 

··········································· 

··········································· 

········································································································································ 
............................................................................................................. , .. 

.............................................. ···········································································•············· 
......................-............................................ 

=Tr;TT;;7, PP!8_....88.00..00....0.80............. 
[IIIIIIIIIIIII) 

1. Je's Hiburan dan Prosontaso Tarif 

01. Tontonan Film (20%) 

02. FIm Kelillng (10%) 

03. Pagolaran Kosenlan (10%) 

f 

04. Pagoraran Tari (10%) 

lo5. Pagolaran Busana (10%) 

-=-l 06. Kontos Kocantikan (10%) 

I 

J 
07. Blnarega (10%) 

E 
OB. Pameran (10%) 

_09. Disketik (30%) 

10. Klab Malam (30%) 

- ._ 11. Bar (30%) 

._ 12'Karaoke (30%) 

._ r'~is @o» 
'- 14, Akrobat (10%) 

• 15. Sulap (10%) 

.'16. BIlyar (10%) 

I'17. Goll (10%) 

L18. Boling (10%) 
:/19. Pacuan Kuda (10%) 

L[20. Kendaraan Bermotor (10%) 

L/28. Lainnya 

_/29. Lainnya 

L._(30. Lainnya 

................................. 

................................. 

- 
I21. Permalnan Kotngksan (10%) 
/22. Pant PI]at(15 %) 

_[23. Refloksl (15%) 

_[24. Mandi Uap/Spa (15%) 

L_'25. Fitness Conter (15%) 

![26, Portandingan Olah Raga (10%) 

[27. Dunla Fantasl (10%) 

Jo.is bursn Insldontil'....+++++++++++++++8++++6+8+++6+6+++++0++++8+++6666++++++,, 

Lama Koglatan : 

Dari tangga 
Hort 

: s/d Tgl. .. . 

3. lY"!nggunakan Kas Rlgester D 1. Yo 
2. Tidsk 

I. Menggunakan Pembukuan/Pencatatan L7.. 
2. Tidak 

...._ _J 



, 

III. DASAR? PENETAPAN PAJAK 

a.Jumlah F enjualan Tiket/ Tanda MasukISewa Rp. 

b./Pombayaran lain - lain Rp. 

c./Daar pongnaan pajak (a+b) Rp. 

L Pajak torhutang(.........%xc) RD. 

e./Pajak Kurang atau ebih bayar RRp. 

f.Sanksi administrasi Rp. 

Jumlah pajak yang dibayar Rp. 

IV. DATA PENDUKUNG 
a.jSrut Sotoran Pajak Daorat Ada / Tidak ada 

IP fRokafftulas! Pen]ualan / Omset Ada Tldak ada -- .. Ada / Tidak ada c. Rok fitulas! Ponggunaan Tiket/ tanda masuk - d. u.mah Harlan Ada l Tidak ada 

' - 
B. PERNYATAAN 

Dongan nonyadarl sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksl-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang borlaku, 
saya atau yang saya ber kuasa monyatakan apa yang telah kami beritahukan tersobut diatas bosorta lampiran-lampirannya bonar, 
lengkap ·'an jolas. 

. ...................................... Tahun .......... 
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak 

( ····································································> 
Name Longkap dan Tanda Tengan 

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISP ENDA 

Catatan etugas : 
Nomor Register I I I I I 

Dterin a 7angga! ................................... , '" ............. 
Nara Put.gas .................................................... ( .................................................................... ) 
NI .................................................... 

oaf[cf(@/ff 

TANDA TERIMA SPTPD 

Nomi $p 'pp 

Noor Reqister 

Tang4al Pnerbitan 
ewe{_ [] 
Name 'M?jib F ajak 

Alamat 

. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . . 
I I I 

Sal\nan Bes\al Dongan Asllnya 
Kopala Betda 

Kat Tv-=-='& ' 

DE 
NIP. 19650816 199903 1 003 

Diterlma .....•.....• .tgl ....•..••.•......•........... , ......•.• 

Wojib Pajak / Kuasa Wajlb Pajak 

( ····································································> 
Nama Longkap dan Tande Tangan 

BUPATI KETA PANG 

ttd 

HENRIKUS 

'-----------------------�---------------------' 



Lamplran Ill 
PERATURAN BUPATT KETAPANG 
N0MOR 24 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOM0R 12 TAHUN 2011 TENTANG PAIAK HIBURAN, 

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) 

PEMERl�lfA.EN KETAPANG SKPDKB 
DINI N DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Nomor Urut 

l. Urlp Sumo.a1 lp. (0534) -32155 Masa Pajak : . I I I I I I I KETAPANG. 'TAN BARAT Tahun Pajak: ..... , .. , ..................................... 
f 

. .. -- . -- 
Nama : 
Alamat : 
Kelurahan/De·a : RT/RW : 
Kecamaten : Kabupaten : 

-- 

I I NPWPD : I I I I I I I I I I I I I I 
Tanggal Jatuh Tempo : ................................. , .............................................................. 
Jenls Reklea : ................................................................................................ 

I. Berdasarkzn asal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak HIburan, telah dilakukan 
pemerisaan :tau keterangan lain atas pelaksanaan kewa]iban Wajib Pajak: 

Kode eke.ning Pajak : 
Nama Pa'ak : 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan jumlah Pajak yang maslh harus dibayar adalah sebagal berlkut : 

1. Dasar Pengenaan Rp .............................. 
2. Pajak yang Terhutang Rp .............................. 
3. Kredit Pelak : 

a Kompensasl kelebthan dari tahun sebelumnya Rp .............................. - 
b. Sotoran yang dllakukan Rp .............................. 
c. Lain - Lain Rp .............................. - 

' 
d. 'umlah vang dapat dlkredltkan (3a+3b+3c) Rp .............................. -- + 4. Juralah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp .............................. ,--- 

5. Sanksi Administrasl : 
a. 9unga 2% (dua persen) Rp .............................. 
b. Kenaikan .•.•• % dari Pokok Pajak Rp .............................. 
c, Jumlah Sanksi Administrasl (5a+5b) Rp ............................... 

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp .............................. 

Dengan Huruf : ..................................................................................................................................................................................... 

PERHATJAN; 
+ 

1. Harap pembayaran dllakukan sekaligus atau lunagpada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dlnas, sesual dengan waktu 
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD), 

2. Apablla SKPDKB Inl tldak atau kurang dbayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tlga puluh) harl selak SKPDKB In! dlterima dlkenakan 
sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

Ketapang, .......................... Tahun ............ 

KEPALA DINAS, 

(Name, NIP, Panakat, cap dan ttd) 

•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• PotongD/dnl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••• 

TANDA TERIMA SKPDKB Dlterlma, ....................... tgl ...................... 
Nomor SKPD KB : ................................................. Oleh : 
Tanggal Penerbitan : ................................................. , 
NPWPD .................................................. 

I Nama Wajib Pajak : ................................................. ( .............. , .. ,,., ... , ...... .,., .... , ...... ,,.., .. ) 
I 

Alamat : ................................................. Nama tengkap & Tanda Tangon 



BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIKU 

DEI ,, SH 
NIP. 19650815 199903 1 003 

B, BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) 

Salinan Sesgai Dengan Aslinya 
Kepala Bag Hukum Setda 

Kabupat {n Ketapang 

• 
EMERINT.�1: .N KETAPANG SKPDKBT Nomor Urut 

DINAS PE! C DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) 
Urip Sumolar! Ip. (0534) - 32155 Masa Pajak : .............................................. I I I I I J 

KETAPANG- AN BARAT Tahun Pajak: .............................................. 
. 

ma : 
mat : 
urahan/Desa : RT/RW : -- amatan : Kabupaten '• 

WPD : I I I I I I I I I I I I I I I I 
ggal Jatuh Ten.oo : ................................................................................................ 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dllakukan 
pemerlkcaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewallban Wajlb Pajak : 

Kode Rekening Pajak : 
Nama Pajak : 

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagal berlkut: 
� 

1. Dasar Pengenaan Rp ................................ 
2. Pajak yang Terhutang Rp ................................ 
3. Kreit Pajak: 

Kompensasi kelebihan darl tahun sebelumnya Rp ................................ 
b. 5etoran yang dllakukan Rp ................................ 
c. lain - Lain &, aoo+ere++++++++ 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) Rp ................................ 
4, Jmlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp ................................ 
s. Sanks! Administrasl berupa : 

a. Bungz 2% (dua persen) Rp ................................ 
b. Kenalkan •.•.• % dari Pokok Pajak Rp ................................ 
C. Jumlah Sanks\ Administrasl (5a+5b) Rp ................................ I 

6. Jumlah yang maslh harus dlbayar {4+5c) Rp ................................ I 
Dengan Huruf : ....................................................................................................................................................................................... 

RHATIAN; 
Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dinas, sesual dengan waktu 
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Seto:an Pajak Daerah (S$PD), 
Apab\la SKPDKBT Inl tldak atau kurang dlbayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT Ini dlter\ma 
dlkenakan sanksl bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

.r Ketapang, .......................... Tahun ............ 
: 

KEPALA DINAS, 

(Nama, NIP, Panakat, cap dan tta) 

Potong Disinl .....-.--..--....-..... 
TANDA TERIMA SKPDKBT Dlterlma, ....................... tgl ...................... 

or SKPDK JT : Oleh: 
ggal Pener 'ltan : 

PD : 1 ..................................................... 1 
a Walt Pajak : Nama Lengkap & Tanda Tangan 
at : 

PE 
1. 

2. 

I. 

p 

n, 

II. 

NP 
Tan 

Na 
Ala 
Kel 
Kec 

Nom 
Tan 
NPW 
Nam 
Alam 


